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Sudah satu tahun lebih namun Dekrit Presiden mengenai Rencana Aksi 

Penerapan Rekomendasi KKP masih nihil   

Pada tanggal 14 Desember 2004 Pemerintah Timor Leste dan Indonesia menyetujui untuk 
mendirikan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan kasus 
kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia dan para milisi 
pro Indonesia setelah referendum di tahun 1999. Komisi ini secara resmi melaksanakan 
mandatnya pada tanggal 11 Agustus 2005.  

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono 
mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden bernomor:72/2011 mengenai Rencana Aksi 
Penerapan Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan antara Indonesia dan Timor 
Leste.   

Pada tanggal 15 Juli 2008 pemerintah Indonesia dan Timor Leste mendeklarasikan bahwa 
kedua negara bersedia untuk menerima dan memiliki komitmen untuk menerapkan semua 
rekomendasi dari KKP setelah menerima laporan akhir dari KKP (Point c Dektrit Presiden No. 
72/2011). Walaupun demikian semenjak dikeluarkannya dekrit ini selama satu tahun lebih, 
akan tetapi belum ada aksi kongkrit dalam penerapannya.  

“Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia dan Timor Leste tidak serius untuk 
menindaklanjuti isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan berat pada masa lalu, guna 
menjawab keluhan/penderitaan para korban,” demikian dikatakan Luis de Oliveira Sampaio, 
Direktur eksekutif  JSMP. 

JSMP percaya bahwa “Dekrit Presiden ini sangat penting karena sebagai sebuah instrumen 
hukum untuk mendesak Pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk melakukan 
perencanaan dan tindakankongkrit untuk menerapkan rekomendasi dari Komisi Kebenaran 
dan Persahabatan. Penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sangat penting  
untuk  memberikan keadilan dan memulihkan  penderitaan yang dialami oleh para korban.”  

JSMP  mendorong Pemerintah Indonesia, terlebih lagi pada Kementerian Luar Negeri untuk 
mempercepat proses penerapan dari rekomendasi KKP terutama yang berhubungan isu 
orang hilang melalui rencana aksi yang telah dilampirkan dengan Dekrit Presiden No 
72/Nov/2011.  

 

Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi: 
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